PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGEAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR o  TAHUN 1991

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YAWG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGEAT I
SUMATERA SELATAN

Menimbang ¢ an.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkenbangan
perekononinh Dasrah dalom rangko peloksanoan Otononi
Daerah yang nyaba dan bertanggung jowab,diperlukan =
upaya=-upayo dan usahn-uscha untuk menamboh dan nenu-
puk sunber pendapatan Daerah ;

be.bahwa mengadokan usaha-usoha penyertaaon modpl Daerah
pada Pihok Kotigo adaloh merupakan saloh satu sarana
untuk pmonpnbah dan memupuk sumber pendapaton Daerah ;

. c.baohwa berdasarkan Pasal 60 Undang=-undang Nomor 5 Ta-
- hun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintohan Di Daerch,
Ponmerintah Doerah dapat melakukan usacha=usoha sobagai
salah sotu sumber Pendapatan Doerah yang diptur de-

ngan Peraturan Daerah ;

d.bahwa dengon Peraturan Menteri Dolam Negeri Nomor 3~
Tahun 1986 tonggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan
Yodal Doaernoh pada Pihok Ketiga, telah diatur mengenai
tata cara penyertoan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

€.bahwa dolun rangka pengelolaan, peningkatan serta pe-
ngenbangan usaha=usgho penyertaon Modal Daerpgh  padao
Pihok Ketiga, dipandang perlu dituangkon, diotur dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi  Daerah-
Tingkat I Sumatera Selatan.

Mongingat : l.Undang-undang Republik Indonesia Nomow 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Dacrah.

2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tohun 1959
; tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

S.Poraturan Pemerintaoh Neomor 5 Tahun 1975 tentang Pengu

ruggn. Pertanggung Jawaban dan Pongawasan Keuangan Da
ar . -

4.Poraturan Pemerintah FNomor 6 Tohun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendopoatan don Belanja Daerah Po-
laksanaan Tata Usaha Keuangan Doerch dan  Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendopatan dan Belanja Daorah,

5.Poraturan Menteri Dalom Negori Nomor 4 Tahun 1979 ten
tang Pengeloloon Barang Penerintoh Daerah. -

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tohun 1986 tang

gul 1 Cktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pa
da Pihak Ketiga. a

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rokyat Daersh Propinsi Daorah -
Tingkat I Sumatera Selatan,
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: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGEAT I SUMATERA SE~

LATAN TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

d+ Daeroh ialah Propinsi Daeraoh Tingkat I Sumatera Sela

tan

b. Pemerintah Daeroh ialah Pemerintah Daerah Propinsi -

Daerah Tingkat I Sunatera Selatan ;

C. Gubernur Kepaola Daerah ialah Gubernur Kepala Daerch
Tingkat I sSumatera Selatan :

? \ .
d. Dowan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakil-

an_Rokyat Daerch Propinsi Daorah Tingkat I Sumatora-

Sﬂl&ﬁﬂn ;

0. Modal Daecrch adalah Kekayaan Daorah (yang belum dipi
Bohkan) boik borwujud uang maupun barang yang dapa®
dinilal dengan uang soperti, bangunan, mesin-mesin ,
inventaris, surat-surat borharga, Iusilitaa dan hok-
hak lainnya ; W s

f+ Penyoertaan Modal Daerah ialah sotiap usochn dalan ge-
nyortakan Modal Daerah pada suatu uscha bersana do-
ngan Pihok Ketiga, dan atau pemanfaatan Modaol Daerah
oleh Pihgk Kotiga dengan suatu imbalan tertentu ;

ge Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Uscha dan -
atau perseorangan yang berada diluar Pomorintah Dae~
roh Propinsi pagrah Tingkat T Sumatera Bolatan,anta-
ra lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya,
Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Usaha Koporasi, Swasta Nasionol dan atau Bwasta Asing
vang tunduk pada hukum Indonesia ;

h. Badan Pengelola adalaoh Badan Pengelola Penyertaan Mo
dal Daerah pada Pihak Ketiga. -

EAB II
T U J U A N

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daersh pada Pihak Ketiga bertujuan-
untuk neningkatkan pertunbuhan perekonomian Doerah-
dan nonambah Pendapatan Daerah.

(2) Untuk mencopai tujuan tersebut ayat il) Pasal ini,pe
nyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga éilaksanakaf
berdasarkan prinsip-prinsip okononi perusahaan,

BAB III
TATA CARA PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

Ponyertaan Modal Daerah poda Pihak Ketiga dapat dilaksa-
nakan dengan cara :

a. Peobelian ........ .
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Pembelian Sohan dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah
berbadan hukun dan nempunyail prospek baik ;

Sebagai pendiri dalan pembentukan Perseroan Terbatas -
( PT ); | _
Kontrok manajemen, kontrok produksi, kontrok bogi keun-

tungan, kontrak bagi hasil uscha dan kontrok bagi tenm-
pat usgha,

Pasal 4

Untuk nelakukan pembelian Saoham pada suatl. Perseroan =
Terbatas (PT)y perlu disediokdn dananys toslebih datue
lu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED).

Setelah tersedia dana untuk pembelian Scham sebagaina-
na dingksud ayat (1) Pasal ini, dapat diandokan penjaja
kan terhadop Perseroan Terbatas (PT) yang okan menjual
Sahan untuk nendopatkan data informasi mengenoi Jenis-
dan harga sohan dimaksud,

Apabila Kepala Dnerah dapat menyetujui Jenis dan hargg
Schan sebagaimana dinaksud ayat (2) Pasal ini maka Une
tuk pelaksanaonnya ditetapkan dengan Surat Keputusan =
Kopala Daerch tentang Pombelian Sahon dinaksud.

Kepala Daorch dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak =
newakili Pemerintah Daerah dalam melaoksangkan pembeli-
an Sahan, : :

Fasal 5

Setiap nelakukan penyertaan Modal Daerch dalanm pemben-
tukan Perseroan Terbatas (PT), sebagaimona dimaksud pa
sal 3 huruf b Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan =
Peraturan Daerah,

Sebelun ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1)
Pasal ini, dipdokan perjanjian dasar antara Kepala Dao-
orah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Persoro
an Terbataa (PT). ' =

Porjonjian Dasar sebagainana dinmgksud pada ayﬁt (2) Fo
sal ini menuat nmateri pokok : : :

-

a. Identitas nmasing-nasing Pihak ;

be. Roncana Jonis dan nilai modal dari para Pihak ;

¢e Roncana Bidang Usaha

d. Rencana Perbandingan Modal 3

¢+« Hak, Kewajiban dan sangsi-sangsi ;

f. Lain~lain yang dianggop porlu.

Boerdasarkan Peraturan Daeroh tentang Penyertaan Modal-
Doerah dan Perjonjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat

(1) dan ayat (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Persero-
an Terbatas (PT) dengan pkbte Notaris,

Kepala Daorah dapat menunjuk Pejabat, yang bertindok -
untuk dan atas nama Peomerintah Daerah bersana-sann de-
ngan Pihak Ketiga mendirikan perseroan Terbatas (P1).

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah sebagaimona dimaksud Pasal 5 -
yang dalan bentuk uang, diaonggarkan dalan Anggoran Pen
dapatan dan Belanja Daeraoh dan dilaksanakan dengan Ke—
putusan Gubernur Kepala Daerah.

(2)Penyortaon.....
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Ponyertanon Modal Doeraoh sebogoinaona dimaksud Pasaol 5 yang
dolan bentuk barang, ditetapkan dengon Keputusan Gubernur
Kepala Doaeroh setelah persetujuan Dewan Perwaokilan Rokyatb
Daerah, _ .

Ehusus untuk barang tidok bergerak, Keputusan Gubernur Ke
pala Daerah dinoksud sebelun dilaksanokan perlu dinmintak=
an pengesahan Menteri Dalan Negeri.

Kekayaan Daeraoh yang tertanon daolonm Perseroon Terbatas -
(PT), morupakan kekayaan Daerah yaong dipischkan.,

Pasal 7

Untuk nmengadakan kontrok manajemen, kontrak produksi,kon-
trak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil uscoha dan kontrak
bagl tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerch ini, Guber
nur Kepala Daeroh ninta persetujuan terlebih dghulu dort

Dewan Perwakilon Rokyat Daerah atas rencana kontrak dinalk
sud,

Setelah nendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rékydt_nuu—
roh sobagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadakan per=
Janjian bersana bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak
Kotiga yang borsangkutan yang nemmab nuturi'ppkpk :

Qe Idnntitﬁs'masing-nasing Pihak ; '
b. Jopis den nilai nmodal dari para Pihak

¢. Bidang Usaha ;

]

d. Jangka ﬁakﬁu perjanjian ;
0« Hak dan Kowajiban serta sangsi-sangsi ;

f. Lain-lain yong dianggap perlu,

Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrok
bagl keuntungan, kontrak bagl hasil uscha dan atau  kon=
trak bagi tﬁnpa% usacha sobogainana dimaksud perjanjian pa
da ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusah

Gubernur Kepala Daerah, yong berlaoku setelch disahkon Men

Tori Dalan Nogeri ;

Apabila Keputusan Kepala Daerah torseobut tidaok disahkan -
Menteri Dalanm Negeri, perjanjian nenjadi batal.

Terhadap Surat Keputusan Kepala Daerah dimaksud .ayat (3)
Pasal ini yong jangka waktu borlaokunya kurang dari 5 (1li-
na) tohun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala —
Dacrah Tingkat I atas noma Menteri Dalom Negeri dan pelak
sanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalan Negori Cq.Direk
tur Jenderal PUOD.

Pasal 8

Untuk nelakukan penilaian terhadap barang yang disertakan
sobagui modal Saham Duorch dalam pembentukan  Perseroan=
Torbatus (PT) dan atuu penentukan nilai barang Daerch ser
ta imbalan pembayaran dan lain=lain dalam mempersiapkan =
perjanjian kontrok manajemen, kontrak produksi,kontrak ba
gl keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagT
tempat usaha sebagainmana dinaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pa

sal 7 ayat (2), Kopala Dasrah membentuk Panitia yang ter—
diri dari unsur-unsur :

Qe %inas Pendaopatan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Se
atan ; -

b. Biro Bina Pemerintaohan Daerah ;

CeBITO evvnnvevennens
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¢+ Biro Bina Pengenbangan Sarana Perekonomion Daerah Set-

wilda Tingkat I Sunmotera Selatan ;

d. Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Su-

natera selatan ;

e« Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Sunatera Selatan 3

f. Biro Hukum Setwilda Tingkat I Sunatera Selatan ;

g+ Unsur Tenaga phli/Konsulton ;

h. Unsur Dinas/Instansi lainnya yang terkait.

Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkot I Sumatera Selo-
tan nmerencanakan dan mengikuti perkenmbangan usaha-usghg =
ponyertaan Modal Daerah pada Pihok Ketiga dalan rangka pe
ningkatan Pendapatan Daerah. o o

BAB IV

PEMBINAAN
Pasal 9

Gubernur Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyex
taan Modal Daerah pada Pihak Ketigo. N

Dalan nolakukon penbinaan sebagainmana dimaksud ayat (1) =
Pasal ini, Gubernur Kepala Daorah dibantu oleh Sekretoris
Wilayah/Daerah,

Jika dianggnp porlu Gubernur Kepala Doorch dapat membentuk
Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Po

nerintah Daerch,

Suaunan Drguniﬂasi dan Tata Kerja Bodan Pengelola dimaksud
ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daeral,
berdasarkan potunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

Dalan hal penyertaan Modal Daerah pada suatu pr, mako ane=
tuk mowakili Penerintah Daerch, Gubernur Kepala Daerah da
pat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota De-
wan Komisaris, Jika berdasarkan jumlah Saohon yang dinmili-
ki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalan Dewan Komisaris-
sosual dongan ketentuon Peraturan CPerundang=-undangan yang
berlalm,

Gubernur Kepala Daernh dopat menunjuk Pejabot yang akan-
mewokili Doerah secara berkelanjutan untuk mongikuti po-
loksanaan kontrak nanajenen, kontrak produksi, kontrak ba
g1 keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bogi
tenpat usaha.

pPara Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana di
naksud ayat (1) dan oyat (2) Pasal ini, seyogianya memaha
ni kewiraswastaoan secara profesional dan bertanggung Jja-
wab kopada Kepala Daerah melalui Bandan Pengelola.
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BAB V
PENGAWASAN
Pasal 11

(1) Gubernur EKepala Daerah berwenang melokukan pengawasan

unun sehubungan dengan ponyertaan Modal Daerah pada
Pihﬂk K’Utigﬂ. .

(2) Para PeJabat yang ditunjuk mewakili Daeorah sehubungan
dengan penyertaan Modal Daersh pada Pihok Ketiga seba
gainana dimoksud Pasal 10 ayat (1) dan oyat (2), ne=
nyonpalkan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Daerah melalui Badan Pengelola secara berkalao. :

(3) Badan Pengelola dinaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ne-
nyompaikan kompilasi laporan termoksud ayat (2) Pasal
ini tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan Modal Da

erah pada Pihak Ketiga kepada Gubernur Kepala - Daergh
sekali dalan setahun,

(%) Gubernur Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksana
an dan hasil penyertaan Modal Doerah pada Pihak Koti=

Ea di Daorahnya dan atau di Daerah Tingkat = bawchnya
epoda Instansi ptosan sekali dalom sefahun, '

BAB VI
HASIL-USAHA

Pasal 12

Bagian Laba atou haosil usacha penyertaan Modal Daerph pada
Pihok Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh seln
na Tohun Anggoran Perusohoan disetor ke Kas Daerah dan dI
nasukkan dalam APBRD dalam tahun berikutnya. =

‘BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

(1) Senua Penyertoan Modal Daerah pada Pihaok Ketiga yang-
telah oda sebelum dikeluarkan Peraturan Daeroh ini,dl
nyatakan sebagai Penyertaan Modal Daerch pada Pihok
Koetiga berdasarkan Peraturan Daerah ini dan pengelola
an, penbinaan, pengawasan dan lain-lain selanjutnya
disesunikan dengan ketentuan=ketentuan dolan Perotur-
an Daerah ini,

(2) Gubernur Kepala Daerah membentuk satu Tinm untuk nela-
kukan inventarisasi terhadap semuac penyertaan  Modal
Daerah pada Pihok Ketiga sebagaimana ayat (1) Pasal -
ini, don Anggota Tim dinaksud terdiri dori unsur-un-

sur tersebut pada Pasal 8 agyat (1) Peraturan Daerah
1nl,.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Sejak saat berlckunya Peraturan Daerah ini noka semua ko=
tentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di-
nyatakan dicabut dan tidak berlaku logi,

Pasal 15

Hal-hal yang nerupakan pelaksannon Peraturan Daerch ini =
ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala DaeraH.,

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-

kan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengon penempatannya da
lam Lenbaran Daerah.- g

Palenbang, 10 Januari 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
PROPINSI DATI | SUM.SEL. SUMATERA SELATAN,
KETUA,
dto dto
H. AINAL ABIDIN NING H. RAMLI HASAN BASRI

DISYAHKAN
Dengan gSurat Keputusan Menteri Dalom Negeri
Tanggol soivennees NODOT voveneene
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

DRS. MOCH.DLADJAD

DIUNDANGEAN

Dalan Lembaran Daoroh Propinsi Daerch Mingkat %
Sunatera Selatan

Humor ''''''' LI B Tmlun L L Eﬂrie'l‘""."-'
Pada banggal ... iininnnnnnnnnn cersanes

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

HeM. ARUB, SH
NIP.440 004 063




